BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Dalam membangun basis yang kuat bagi demokrasi, baik di kota
maupun di desa partisipasi rakyat, keadilan, dan pemerataan pembangunan
sekaligus memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang berbeda-beda,
pemerintah bersama lembaga legislatif mengesahkan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah. Unsur penting dalam kedua undang-undang ini adalah
bahwa penguasa daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) harus lebih
bertanggung jawab kepada rakyat di daerah. Kecuali itu pemerintah daerah
mendapat otonomi yang lebih luas dalam membiayai pembangunan daerah
berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri. Dengan demikian diharapkan
akan lebih terbuka ruang bagi aparat di daerah untuk merumuskan dan
melaksanakan kebijakan pembangunan berdasarkan kebutuhan yang
senyatanya. Pemerintah desa adalah sebagai ujung tombak pemerintah pusat
dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat karena pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil
yang berhadapan langsung dengan rakyat

Desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat



setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Pada sistem kehidupan masyarakat ,suatu dasar
bahwa desa merupakan sebuah sistem kehidupan bersama. Sistem yang
disebut ini adalah adanya unsur-unsur yang menjadi kekuatan desa.
Diantaranya, musyawarah, solidaritas sosial, keswadayaan ekonomi,
kemandirian politik, dan kekhasan budaya. Tidak berlebihan kiranya bila
sistem kehidupan warga dipandang sesuai dengan prasyarat mewujudkan civil
society. Apa yang ditunjukkan dari proses kehidupan bersama warga desa
tidak lain jalah kemandirian, kesukarelaan, kemampuan mengorganisasikan
diri untuk memperjuangkan kepentingan, dan ketaatan warga desa terhadap
aturan main yang berupa norma dan hukum yang berlaku. (Mas’ud Said
2009). Dengan posisi tersebut desa memiliki peran yang sangat penting dalam
menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi
penunjang terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan
program dari Pemerintah. Oleh karena itu, diberikan kewenangan yang
mencakup:

1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa

2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang

diserahkan pengaturannya Kepada Desa
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota dan
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada desa. Pemerintah Desa yang ditunjang dengan



partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Sebagai peran penting dari Desa adalah tersedianya dana yang cukup.

Salah satu sumber pendapatan desa yang di tetapkan dalam Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah bagian dari dana

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota

yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD).

Tujuan pemberian Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa di

Kabupaten Gresik antara lain meliputi:

I

2.

Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan

Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembnagunan di tingkat
Desa

Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan

Meningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam
rangka mewujudkan peningkatan sosial

Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat

Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka
pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat

Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masayrakat
Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan

Usaha Milik Desa (BUMDesa)



Dari perspektif kebijakan, Bupati Kabupaten Gresik telah
menetapkan adanya Alokasi Dana Desa dalam penggunaan Alokasi Dana
Desa No.12 tahun anggaran 2011. Dalam kaitannya dengan pemberian
Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten telah
memberikan petunjuk teknis melalui Surat Bupati Nomor 12 perihal
Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Tahun
Anggaran 2011. Dalam surat Bupati Nomor 12 dijelaskan bahwa Alokasi
Dana Desa yang biasa disebut ADD merupakan wujud dari pemenuhan
hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan
berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri, berdasarkan
keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaari masyarakat.

Permasalahan dalam pelaksanaan alokasi dana desa Sooko
dijumpai pada kemampuan pengelola alokasi dana desa baik dari unsur
pemerintah desa maupun lembaga kemasyarakat di desa dalam
perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan yang belum
baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau tidak diikut
sertakannya komponen masyarakat dalam musyawarah penggunaan
alokasi dana desa. Dalam surat Bupati nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan
bahwa rencana penggunaan bantuan alokasi dana desa dimusyawarahkan
dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, pengurus
LPMD, pengurus TP. PKK Desa, Ketua RW, dan ketua RT. Namun dalam

kenyataannya Rincian Rencana Penggunaan Dana (RRPD) lebih banyak



disusun oleh Sekretaris Desa dan Perangkat Desa tanpa mendengarkan
aspirasi rakyat. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan
desa yang dibiayai dari ADD juga menunjukkan kurangnya komunikasi
dari organisasi pengelola ADD dengan masyarakat. Dengan kondisi
tersebut masyarakat menjadi tidak tahu besarnya ADD yang diterima
desanya, tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa
penggunaan dana ADD. Sehingga masyarakat menjadi sulit untuk diajak
berpartisipasi dalam kegiatan ADD. Kurang tertibnya administrasi kegiatan
yang dibiayai dari Bantuan Langsung ADD.

Bantuan Langsung ADD adalah dana Bantuan Langsung yang
dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan
sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang
diperhx_kan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan
administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh
Kepala Desa. Maksud pemberian Bantuan Langsung ADD adalah sebagai
bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam
membiayai program Pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi
swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan
pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam kaitanya dengan peraturan Bupati No. 12 tahun anggaran
2011 tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis bagaimana
implementasi kebijakan Bupati Gresik adanya penggunaan alokasi dana

desa sudah berjalan dengan seharusnya ataukah sebaliknya dalam



perspektif good governancenya. Mengingat kondisi pendapatan asli desa
masih sangat minim dibandingkan dengan sumbangan dari alokasi dana
desa. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dijelaskan bagaimana peraturan
Bupati Gresik terhadap pengggunaan alokasi dana desa.
Pada pasal 14 yang menjelaskan tentang Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2011 digunakan untuk :
a. Paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) untuk Belanja Aparatur
dan Operasional Pemerintahan Desa (Pemerintah Desa dan BPD).
b. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) untuk Belanja
Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis
tertarik melakukan pembahasan terhadap implementasi perda tentang
Alokasi Dana Desa dalam sebuah penélitian dengan  judul
“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DALAM
PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (Studi Tentang Implementasi
Kebijakan Penggunaan ADD Di Desa Sooko, Kecamatan

Wringinanom, Kabupaten Gresik) ”.

1.2. Rumusan Masalah

Setelah menyimak latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan

masalah pokok yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana proses implementasi kebijakan alokasi dana desa di Desa
Sooko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik dalam perspektif

good governance?



1.3.

1.4.

2. Faktor-faktor ~apakah yang mempengaruhi serta mendukung

implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sooko, Kecamatan

Wringinanom, Kabupaten Gresik ?

Tujuan Penelitian

Baerdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitiaan ini

adalah:

1.

Untuk mengetahui Bagaimana proses implementasi kebijakan alokasi
dana desa di Desa Sooko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik
dalam perspektif good governance.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi, mendukung serta
menghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Sooko,

Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik.

Manfaat Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini adalah :

Dari segi teoritis: Secara umum hasil dari penelitian ini di harapkan dapat
memberi masukan serta bermanfaat bagi mahasiswa yang berkecimpung
dalam bidang Ilmu Politik yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan
diharapkan mampu menambah khasanah keilmuan dan pemikiran. Serta
penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai bidang
implementasi kebijakan dalam penelitian-penelitian berikutnya.

Dari segi praktis, sebagai sumbangan pemikiran dan memberi pengertian

pada masyarakat tentang masalah administrasi desa. Serta kontribusi



pemikiran dalam rangka memperkaya wacana pemerintahan desa dan

wawasan pemikiran secara umum.

1.5. Penegasan Judul.

Untuk memfokuskan pemahaman dalam penulisan proposal ini, maka

penulis perlu menegaskan kata-kata sulit (abstrak) judul ini sebagai berikut:

1. Implementasi

2. Kebijakan Publik

3. Perspektif

4. Good Governance

Pelaksanaan.

Pelaksanaan pembuatan kebijakan dengan cara-
cara lain. [Implementasi atau penerapan bisa juga
didefinisikan sebagai sebuah proses dalam
mendapatkan sumberdaya tambahan sehingga
dapat mengukur apa-apa yang telah dikerjakan.

Menurut Jémes E. Anderson Publik policies are
those policies developed by governmental
bodies and officials yang artinya kebijakan
publik  adalah  kebijakan-kebijakan  yang
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-

pejabat pemerintah.

: Dalam segi yang sebenarnya.

Tata pemerintahan yang baik
Good governance memiliki pengertian akan

segala hal yang terkait dengan tindakan atau



5.

Alokasi Dana Desa

tingkah laku yang dimaksud mengarahkan,
mengendalikan, atau memengaruhi urusan
publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut
dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip
good governance dapat pula diterapkan dalam
pengelolaan lembaga sosial dan kemasyarakatan
dari yang paling sederhana hingga yang
berskala besar, seperti arisan, pengajian,
perkumpulan olahraga ditingkat rukun tetangga
(RT), organisasi kelas, hingga organisasi
diatasnya.

Dana yang diberikan oleh pemerintah untuk
desa digunakan untuk meningkatkan sarana
pelayanan masyarakat, kelembagaan dan
prasarana desa dan diserahkan pada desa
sepenuhnya. Salah satu kontek ADD adalah

pengembangan otonomi desa.



